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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan kejahatan terorganisir 

yang bersifat transnasional dan kompleks, melibatkan jaringan kriminal lintas negara 

dengan tujuan mengeksploitasi kelompok rentan baik secara ekonomi maupun fisik, 

melalui praktik kerja paksa, perbudakan modern, maupun eksploitasi seksual (UNODC, 

n.d.). Berdasarkan data yang dikutip dari Global Report on Trafficking in Person 2022, 

perdagangan manusia telah menjadi bisnis kriminal terorganisir yang menghasilkan 

keuntungan mencapai $150 miliar setiap tahunnya, dengan eksploitasi seksual 

menyumbang 58% dari seluruh kasus yang tercatat secara global (UNODC, 2023). 

Perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual merupakan salah satu 

pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi. Salah satu faktor yang sering 

diperdebatkan dalam kaitannya dengan perdagangan manusia adalah legalisasi 

prostitusi. (Cho, Dreher, & Neumayer, 2013). Perdagangan untuk tujuan prostitusi 

dinilai masih tetap mendominasi dibandingkan bentuk lainnya karena dianggap 

memberikan pendapatan yang sangat besar, dari total 235,4 miliar dolar keuntungan 

yang diperoleh dari kerja paksa secara global, sekitar 173 Miliar atau 73% dari angka 

tersebut merupakan hasil dari perdagangan seksual, sementara sisanya sebesar 27% 

berasal dari bentuk kerja paksa non-seksual (ILO, 2024). Angka tersebut mencerminkan 

bahwa perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual komersil memiliki potensi 
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ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan bentuk eksploitasi lainnya, karena 

permintaan terhadap layanan seksual yang tinggi serta tingginya keuntungan yang bisa 

diperoleh oleh pelaku kejahatan. 

Beberapa negara melegalkan prostitusi dan pekerjaan seksual dengan dalih 

mengurangi kriminalitas, melindungi pekerja seks, serta meningkatkan pendapatan 

negara melalui pajak. Namun, negara-negara dengan industri seks legal menghadapi 

tantangan khusus karena longgarnya regulasi justru dimanfaatkan oleh jaringan kriminal 

untuk menyamarkan aktivitas perdagangan manusia di bawah kedok prostitusi yang sah 

(Cho, Dreher, & Neumayer, 2013). Selain itu, meskipun industri seks diatur oleh hukum, 

dalam praktiknya sangat sulit membedakan antara pekerja seks yang bekerja secara legal 

dengan korban perdagangan manusia. Banyak korban yang tidak dapat melapor karena 

ketakutan, ancaman, atau ketergantungan ekonomi pada pelaku (Farley, et al., 2003). 

Melansir penelitian dari (Jakobbson & Kotsadam, 2013), Perdagangan manusia 

untuk eksploitasi seksual komersial paling sedikit terjadi di negara-negara yang 

melarang prostitusi, sedangkan di negara yang melegalkan prostitusi perdagangan 

manusia sangat umum ditemui. Perdagangan manusia mengalami penurunan di Swedia 

setelah pemerintah Swedia menetapkan kebijakan menjual aktivitas seksual merupakan 

tindakan yang ilegal sejak tahun 1999. Sejak ditetapkannya kebijakan tersebut, jumlah 

perempuan yang terlibat dalam prostitusi hingga tahun 2016 mengalami penurunan dari 

sebanyak 30% hingga 50% dari 500 jumlah perempuan dalam prostitusi jalanan di 

Swedia. Sedangkan negara yang melegalkan prostitusi seperti Denmark, jumlah 
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perempuan yang terlibat dalam kasus prostitusi mencapai 7.800 dan angka tersebut 

menunjukkan 50% pelacur di Denmark merupakan korban perdagangan manusia 

(Ekberg, 2004), dimana populasi Denmark hanya setengah dari jumlah populasi Swedia, 

yaitu pada tahun 2016 populasi Swedia menujukkan angka sebesar 9,9 juta penduduk 

dan populasi Denmark sebesar 5,7 juta penduduk (World Bank, n.d.).  

Jerman merupakan salah satu negara eropa dengan industri prostitusi yang diatur 

secara legal berdasarkan The Prostitution Act (Prostitutionsgesetz - ProstG) tahun 2002. 

Undang-undang tersebut bertujuan untuk memperkuat hak-hak pekerja seks dan dapat 

meningkatkan kondisi kerja mereka, serta diharapkan untuk dapat memperbaiki stigma 

sosial yang buruk terhadap pekerja seks (Thiemann, 2020). Legalisasi prostitusi di 

Jerman yang dimulai sejak diberlakukannya The Prostitution Act tahun 2002 bukanlah 

keputusan tanpa dasar, melainkan merupakan respons terhadap berbagai dinamika sosial 

dan politik yang berkembang sejak dekade 1990-an. Sebelum dilegalkan, prostitusi di 

Jerman sudah ada sejak abad ke-13 dan berada dalam status yang diperbolehkan namun 

namun dianggap sebagai pekerjaan “hina dan tidak bermoral” serta tidak diakui sebagai 

pekerjaan yang sah. Para pekerja seks kerap bekerja di ruang-ruang tersembunyi, 

terutama di jalanan, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Selama Perang Dunia II, 

prostitusi bahkan dimanfaatkan secara strategis untuk tujuan spionase, dimana 

perempuan dijadikan alat untuk memperoleh informasi melalui hubungan intim, 

penyebaran penyakit menular seksual yang meluas turut memperburuk stigma terhadap 

profesi ini (Falk, 1998). Situasi tersebut menciptakan kerentanan struktural bagi pekerja 

seks, yang tidak hanya terpinggirkan dari sistem jaminan sosial, tetapi juga diposisikan 
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sebagai pelaku kriminal, alih-alih diakui sebagai individu yang bekerja secara sukarela 

dalam sektor informal.  

Berdasarkan laporan Trafficking in Persons Report 2023, total korban 

perdagangan manusia yang berhasil diidentifikasi pemerintah Jerman pada tahun 2021, 

sebanyak 417 orang merupakan korban eksploitasi seksual, dimana angka tersebut 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 406 korban. 

Sementara itu, jumlah korban perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa tercatat 

sebanyak 164 orang. Selain itu, 93% dari total korban eksploitasi seksual adalah 

perempuan, dan sekitar sepertiganya berusia di bawah 21 tahun (U.S Department of 

State, 2024). Laporan tersebut mengindikasikan bahwa kelompok perempuan terutama 

dibawah umur tetap menjadi pihak yang paling rentan terhadap eksploitasi, meskipun 

telah terdapat regulasi hukum yang secara formal mengatur dan melegalkan aktivitas 

prostitusi. 

Tingginya angka perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual tidak 

lepas dari persepsi bahwa perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual lebih mudah 

dilakukan dan berisiko rendah bagi pelaku dibandingkan bentuk perdagangan lainnya 

seperti perdagangan manusia untuk perbudakan atau kerja paksa, dimana korban sering 

kali tidak menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari jaringan eksploitasi karena 

korban yang diperdagangkan untuk prostitusi sebagian besar adalah perempuan dengan 

tingkat pendidikan rendah dan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga 
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perempuan-perempuan ini dengan mudahnya dapat dimanipulasi dengan harapan untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Osmanaj, 2014). 

Grafik 1.1 Jumlah Pekerja Seks yang Menjadi  

Korban Perdagangan Manusia di Jerman 

 

Sumber: diolah dari Bundeskriminalamt (BKA) 

Melansir data yang diperoleh dari Bundeskriminalamt (BKA), pada tahun 2018 

terdapat 424 pekerja seks yang menjadi korban perdagangan manusia yang 

teridentifikasi di Jerman dengan 363 korban diantaranya mengalami eksploitasi seksual. 

Angka ini terus menunjukkan fluktuasi dimana pada tahun 2019 tercatat 445 korban 375 

diantaranya korban eksploitasi seksual, Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 380 

korban akibat dampak pandemi covid 19, kemudian angka tersebul naik kembali 

menjadi 420 korban pada tahun 2021 dan mencapai 450 korban pada tahun 2022. 

Jerman menjadi salah satu negara tujuan utama perdagangan manusia di kawasan 

Eropa, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual dengan korban yang berasal dari 
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berbagai kebangsaan dan jumlah yang cukup tinggi. Laporan (UNODC, n.d.) 

menunjukkan bahwasannya Jerman menempati urutan tertinggi sebagai negara dengan 

jumlah human trafficking untuk eksploitasi seksual setelah Romania pada tahun 2005-

2007. Selain warga negara Jerman sendiri, sebagian besar korban yang teridentifikasi 

berasal dari Rumania, Republik Ceko, Rusia, dan Bulgaria. Mayoritas korban tersebut 

merupakan migran yang tereksploitasi dalam industri seks komersial di Jerman.  

Sebagai bagian dari upaya global dalam menangani perdagangan manusia, 

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS 

No. 197) diadopsi pada tahun 2005 dan mulai berlaku pada 2008. CETS No. 197 

merupakan instrumen hukum yang bersifat komprehensif. Berdasarkan pasal 1 CETS 

No. 197, konvensi ini menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dengan tiga 

pilar utama sesuai dengan, yaitu pencegahan (prevention), perlindungan korban 

(protection), dan penuntutan pelaku (prosecution). Secara lebih spesifik, CETS No. 197 

tidak hanya mengatur mekanisme pencegahan, tetapi juga menetapkan kewajiban 

hukum bagi negara-negara anggota untuk menindak pelaku melalui sistem peradilan 

yang efektif, baik dalam lingkup yurisdiksi nasional maupun melalui kerjasama 

transnasional. Ruang lingkup penegakan hukum ini mencakup seluruh bentuk 

perdagangan manusia, tidak terbatas hanya pada kasus-kasus yang melibatkan jaringan 

kejahatan terorganisir (Council of Europe, n.d.). 
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Jerman secara resmi menjadi anggota Council of Europe (CoE) pada 13 Juli 

1950, lima tahun setelah organisasi ini didirikan pada tahun 1949. Sebagai negara 

anggota, Jerman berkomitmen untuk mematuhi berbagai instrumen hukum yang 

dikembangkan oleh CoE, termasuk konvensi yang berkaitan dengan hak asasi manusia 

dan perdagangan manusia. Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap korban 

perdagangan manusia, Jerman menandatangani CETS No. 197 pada tahun 2005 dan 

meratifikasinya pada 19 Desember 2012 (Council of Europe, n.d.). Dengan meratifikasi 

konvensi ini, Jerman berkomitmen untuk mengadopsi kebijakan nasional yang sejalan 

dengan standar internasional dalam mencegah perdagangan manusia, melindungi 

korban, maupun menuntut pelaku kejahatan.  

Meskipun Jerman telah mengadopsi Council of Europe Convention on Action 

against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197) sejak tahun 2012, isu perdagangan 

manusia, khususnya terhadap pekerja seks masih menjadi perhatian dalam konteks 

negara dengan kebijakan prostitusi yang dilegalkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

mengenai sejauh mana kebijakan dan instrumen hukum yang ada mampu menjamin 

perlindungan yang efektif bagi pekerja seks sekaligus mencegah terjadinya praktik 

eksploitasi dalam industri tersebut. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti lebih dalam 

efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam menghadapi eksploitasi terhadap pekerja 

seks di Jerman. 
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1.2   Rumusan Masalah  

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi rumusan 

masalah yakni, “Bagaimana Implementasi Council of Europe Convention on Action 

Against Trafficking in Human Beings terhadap Perlindungan Pekerja Seks dari 

Perdagangan Manusia di Jerman?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Implementasi Rezim Council of Europe 

Convention on Action Against Trafficking in Human Beings terhadap Perlindungan 

Pekerja Seks dari Perdagangan Manusia di Jerman 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

guna, sebagai berikut:  

a. Menambah literatur akademik pada perkembangan dalam studi Hubungan 

Internasional mengenai kebijakan hukum dan pekerja seks di Jerman yang masih 

dianggap tabu bagi sebagian orang 

b. Memberikan wawasan mengenai implementasi Rezim Council of Europe 

Convention on Action Against Trafficking in Human Beings dalam melindungi 

pekerja seks dari perdagangan manusia di jerman 
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c. Adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan cakrawala 

baik bagi penulis maupun pembaca 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai implementasi Rezim 

Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings dalam 

mengatasi risiko perdagangan manusia yang dihadapi oleh pekerja seks di Jerman, 

termasuk risiko kekerasan dan pentingnya perlindungan hukum. 
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